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Abstrak 
Meningkatnya kasus percerian di beberapa kota menarik perhatian peneliti untuk melakukan 
kajian ini. Fokus kajian studi ini pada analisis interpretatif atas peranan konseling dan mediasi 
dalam upaya menekan fenomena meningkatnya kasus perceraian. Studi ini berusaha mengungkap 
peran konselor sebagai mediator dalam melaksanakan fasilitasi mediasi terhadap permasalahan 
yang menjadi sumber perceraian dengan melihat dan mengungkapkan sumber masalah yang 
memicu meningkatnya perceraian, menganalisis fungsi dan peran mediasi yang diberikan 
mediator, dan untuk mengungkap factor-faktor yang mempengaruhi efektfitas dan keberhasilan 
proses fasilitasi mediasi yang diberikan oleh mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
studi komparatif analisis literature terhadap fenomenologi. Sumber utama dalam penelitian ini 
diambil dari kajian-kajian teori dan hasil riset dari beberapa ahli terkait masalah konseling, mediasi 
dan perceraian. Sedangkan untuk sumber pendukungnya peneliti mengambil dari Peraturan 
Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016. 
Kata Kunci: konseling, konselor, mediasi, mediator, pernikahan, perceraian, keluarga, pengadilan 

 
Abstract 

The increasing number of divorce cases in several cities attracted researchers’ attention to conduct 
this study. This study focuses on the interpretive analysis of the role of counseling and mediation 
in an effort to suppress the phenomenon of increasing divorce cases. This study seeks to reveal the 
role of the counselor as a mediator in carrying out mediation facilitation on the problems that are 
the source of divorce by looking at and revealing the sources of problems that trigger the increase 
in divorce, analyzing the function and role of mediation provided by the mediator, and to uncover 
the factors that influence on effectiveness and success of mediation process facilitation provided 
by the mediator. This study uses a comparative study approach to literature analysis on 
phenomenology. The main sources in this research are taken from theoretical studies and research 
results from several experts related to counseling, mediation, and divorce issues. As for the 
supporting sources, the researchers took from the Regulation of the Supreme Court of the Republic 
of Indonesia No. 1 of 2016. 
Keywords: counseling, counselor, mediation, mediator, marriage, divorce, family, court..

 

PENDAHULUAN 

Perpisahan dan perceraian membuat stres bagi orang dewasa dan anak-anak. Akibat dari 

perceraian, keluarga dan lingkungannya mengalami perubahan dalam banyak hal. Secara emosional, 

pasangan yang memutuskan untuk melakukan perceraian mungkin sudah mempersiapkan mental 

dan spiritual dengan matang, namun perceraian itu juga mengejutkan bagi orang di sekitarnya, 

terutama bagi anak dan keluarga asal mereka.  

Dalam kebanyakan kasus, perceraian adalah proses yang membutuhkan waktu dan energy 

yang sangat besar. Karena keputusan untuk bercerai mempertimbangkan banyak hal (Ball, Hiebert 

2006, 73). Secara umum, proses perceraian dapat dikategorikan dalam beberapa tahap: tahap 

sebelum perceraian, tahap pengambilan keputusan untuk perceraian, kemudian tahap perceraian 
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secara formal di depan persidangan, dan tahap setelah jatuhnya keputusan perceraian. Masing-

masing tahap ini juga terdiri dari proses yang lebih rinci lagi selama fase perceraian pada masing-

masing tahap. (Ball, Hiebert 2006, 73). 

Perceraian mempengaruhi banyak aspek dari sistem keluarga, karena perceraian membuat 

situasi semakin kompleks sehingga merubah tatanan kehidupan keluarga yang telah mapan serta 

mengganggu fungsi dan peran mereka. Oleh karena itu, perceraian dapat dipandang sebagai suatu 

proses yang menimbulkan dampak yang signifikan dan meluas, baik pada tingkat sosial dan 

kesejahteraan. Sementara pada saat yang sama, perceraian juga menyebabkan terganggunya proses 

mental atau psikologis internal yang dapat muncul dalam perilaku dan pengalaman individu, 

pasangan, anak atau keluarga secara keseluruhan. 

Perceraian merupakan proses jangka panjang, yang diawali dengan ketidakpuasan, gejolak, 

keinginan untuk berpisah, dan diakhiri dengan perpisahan (Ferraro, Oehme, Bruker, Arpan, Opel, 

2018). Keputusan untuk bercerai memiliki tiga dimensi kognitif, emosional, dan perilaku. Dimensi 

kognitif meliputi persepsi seseorang tentang perceraian. Dimensi emosional meliputi emosi positif 

dan negatif individu yang muncul terhadap perceraian dan dimensi perilaku meliputi kesiapan 

perilaku individu untuk bercerai (Wilder, 2016).  

Keputusan untuk bercerai merupakan hasil dari tekanan internal yang parah pada setidaknya 

salah satu pasangan, yang mungkin disebabkan oleh kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dan 

tujuan, strategi koping yang buruk, serta ketidakmampuan dalam pengelolaan peristiwa kehidupan 

dan transfer perasaan (Mahmoodabadi H, 2014). Faktor sosial, hukum, pribadi, dan psikologis serta 

keyakinan irasional dianggap sebagai penyebab keraguan pasangan dalam mengajukan permohonan 

cerai (Gottman JM., 1993). Perceraian membahayakan struktur keluarga sebagai bagian paling 

mendasar dari masyarakat. Tidak diragukan lagi, perceraian memiliki penyebab yang berbeda dan 

mempengaruhi pasangan, atau bahkan mereka yang berhubungan dengan mereka.  

Menurut data Badan Pusat Statistik kab. Brebes, tingkat perceraian telah meningkat ke angka 

4860 pada tahun 2021.(https://brebeskab.bps.go.id/) Bahkan di beberapa media massa dan media 

sosial santer mengungkapkan prevalensi perceraian tertinggi 3.428 perkara sepanjang Januari 

hingga Juni dan 175 tambahan perkara Tahun 2021. Hasilnya, 3.043 perkara yang masuk sudah 

divonis majelis hakim dan didominasi perceraian. Khusus perkara perceraian, 2.387 gugat cerai 

diajukan istri. Kemudian, 686 cerai talak diajukan suami. Total perceraian ada 3.073 yang sudah 

divonis majelis hakim.(https://brebesnews.co) 

Tingginya angka perceraian juga terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa dengan didominasi 

factor ekonomi yang menjadi pemicunya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengungkapkan 

latarbelakang pemilihan mediasi sebagai salah satu alternative metode penyelesaian sengketa 

perceraian, dibandingkan melalui pendekatan konseling. Di sampi itu pula perlu diungkap fungsi dan 

peran mediasi yang disediakan oleh pengadilan agama dalam memfasilitasi proses penyelesaian 

sengketa perceraian, melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh 

mediator. 

 

METODE 

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok 

bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik 

pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian 

yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat 

menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan 

macam bahan yang digunakan. 

Dari fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, untuk 

tujuan ini, peneliti berusaha mengeksplorasinya melalui pendekatan studi komparatif analisis 

literature terhadap fenomenologi. Sebagai langkah awal peneliti melakukan analisis terhadap 

tujuan, fungsi dan peran konseling dan mediasi pada proses perceraian. Sumber utama dalam 

penelitian ini diambil dari kajian-kajian teori dan hasil riset dari beberapa ahli terkait masalah 

konseling, mediasi dan perceraian. Sedangkan untuk sumber pendukungnya peneliti mengambil dari 
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Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan data 

data tentang perceraian dari pengadilan agama. 

Pada tahap selanjutnya peneliti akan melakukan komparatif analisis atas kajian literature yang 

dilaksanakan dengan fenomena meningkatnya angka perceraian. Untuk tujuan ini, peneliti akan 

menggunakan beberapa data perceraian yang diambil dari beberapa hasil penelitian perceraian, 

data dari badan pusat statistic. Data dari pengadilan agama dan hasil observasi di lapangan. Dan 

pada tahap akhir, analisis data akan dilakukan dengan melakukan analisis kritis komparatif antara 

fenomena dan data observasi dengan teori dan hasil riset beberapa penelitian yang memiliki tema 

sama. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk membuka pembahasan ini, kita akan memulainya dengan menilik pada sejarah 

digunakanya mediasi dalam sengketa perceraian. Hal ini dirasa penting karena peneliti ingin 

mengungkap bagaimana inisiatif mediasi diimplementasikan pada masalah peceraian, sehingga 

dengan demikian kita akan tahu latar belakang, tujuan dan peran mediasi pada sengketa perceraian 

di pengadilan. 

Pada tahun 1939 di California pertama kali didirikan layanan konsiliasi yang berhubungan 

dengan pengadilan. Fokus awal dari layanan ini adalah untuk memberikan konseling pernikahan 

yang ditujukan untuk rekonsiliasi (Folberg & Milne, 1988). Personil pengadilan konsiliasi mungkin 

yang pertama menawarkan layanan mediasi, karena fokus konsiliasi bergeser dari rekonsiliasi ke 

konseling perceraian dan mediasi hak asuh (Brown, 1982). Pada tahun 1980 California menjadi 

negara bagian pertama yang mengamanatkan semua orang tua dengan sengketa hak asuh atau 

kunjungan untuk anak agar berpartisipasi dalam mediasi keluarga sebelum proses perceraian 

diajukan ke sidang pengadilan.  

Kemudian pada tahun 1974 di Atlanta, Georgia, pusat mediasi keluarga sektor swasta pertama 

kali didirikan oleh O.J. Coogler, seorang pengacara dan konselor pernikahan dan keluarga. Coogler 

mempopulerkan gagasan mediasi perceraian melalui penerbitan bukunya Structured Mediation in 

Divorce Settlement (1978). Untuk membantu pasangan dalam menyelesaikan masalah keuangan, 

pembagian properti, dukungan, dan hak asuh anak secara kontraktual, Coogler mengusulkan 

kerangka kerja terstruktur untuk mediator pihak ketiga, menggunakan teknik komunikasi dan 

intervensi yang dipinjam dari mediasi tenaga kerja dan ilmu sosial. Coogler dan "model mediasi 

terstruktur"-nya dikritik keras oleh asosiasi pengacara menyatakan mediasi oleh non-pengacara 

sebagai praktik hukum yang tidak sah dan berusaha untuk mencegah pengacara melakukan mediasi 

melalui ancaman sanksi etis (Silberman, 1988). 

Didorong oleh para hakim yang menyambut baik peran mediasi dalam membantu 

pengurangan kasus perceraian dan membantu klien dalam membuat keputusan sulit tentang 

kepentingan terbaik anak-anak korban perceraian, administrator pengadilan mendukung undang-

undang yang mewajibkan diterapkannya mediasi keluarga sebelum proses peradilan. Mediasi dirasa 

penting karena bukti yang ada menunjukkan bahwa mediasi lebih murah daripada sidang pengadilan 

dan menghasilkan lebih sedikit masalah litigasi dan penegakan hukum pascaperceraian. Sejak 

didirikan pada awal tahun 1970-an, lanskap bidang mediasi telah berkembang seiring dengan 

semakin banyaknya program dan layanan yang didirikan. 

Karena negara memberikan lebih banyak pilihan kepada individu dalam menciptakan dan 

mengakhiri hubungan rumah tangga, potensi penggunaan mediasi meningkat sebagai sarana untuk 

memfasilitasi keputusan tentang pengasuhan anak, dukungan keuangan, dan pembagian properti 

yang diperoleh. 

Membuat perceraian lebih mudah secara hukum tidak membuatnya lebih mudah secara 

emosional. Perceraian melilitkan pertimbangan hukum dengan dinamika emosional; pembubaran 

keluarga adalah masalah hati dan juga hukum (Gold, 1992). Bidang mediasi unik dalam 

pengakuannya terhadap dimensi emosional dan hukum dari pembubaran keluarga. Praktek mediasi 

telah matang menjadi profesi baru untuk memenuhi kebutuhan individu mengakhiri atau 

restrukturisasi keluarga (Folberg, 2003). 
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Di Indonesia sendiri, implementasi metode mediasi diatur dalam peraturan mahkamah agung 

republic Indonesia. Prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sebagaimana yang di atur dalam 

PERMA Nomor 02 Tahun 2003. Namun seiring berjalannya waktu implementasinya, ternyata 

dijumpai beberapa permasalahan dan kelemahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Untuk 

memperbaikinya, Mahkamah Agung merevisinya dengan mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 

2008. Setelah diterapkan cukup lama ternyata dalam prosedur penerapan mediasi di pengadilan 

dianggap belum optimal guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna 

dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, maka Mahkamah Agung 

memutuskan untuk menerbitkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 sebagai penggantinya. 

Dalam konsideran PERMA nomor 01 tahun 2016 disebutkan bahwa bahwa Mediasi 

merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses 

yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta 

berkeadilan. Oleh karena itu, dalam pasal 1 pada Bab Ketentuan Umum diuraikan bahwa Mediasi 

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki 

Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian.  

Kompleksitas dan proses jangka panjang pada perceraian yang harus dilalui oleh klien serta 

dampak yang signifikan dan meluas, baik pada tingkat sosial dan kesejahteraan yang dihadapi oleh 

keluarga menuntut para klien untuk mencari dorongan dan bantuan dalam penyelesaian masalah 

mereka. Mereka bisa memanfaatkan konseling untuk mengatasi stres, depresi, atau rasa bersalah, 

yang dapat mengganggu peran dan kehidupan mereka (Ahrons, 1998). Tujuan dari praktik konseling 

ada dua: membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan sikap yang tepat untuk 

memutuskan tindakannya secara mandiri (dalam pengambilan keputusan), dan untuk menengahi 

situasi yang tidak nyaman di antara individu (masalah mediasi dan konsensus), yang pada akhirnya 

akan mengarah pada mencapai kesehatan mental dan hidup mereka. 

Gottman dianggap sebagai salah satu ahli teori kontemporer di bidang perceraian, ia percaya 

bahwa sebelum perceraian, pasangan harus sampai pada kesimpulan final bahwa tidak ada manfaat 

untuk tetap bersama (Gottman JM, Silver N., 2015). Pada pasangan yang benar-benar berniat dan 

memutuskan untuk bercerai, konseling yang menekankan self-efficacy pada manajemen perceraian 

dapat membantu pasangan untuk membangun keputusan yang lebih baik (Mahmoodabadi H, 

Zareei. (2014) in Yazd, 2012). Pasangan akan diberikan pelatihan di bidang manajemen perceraian 

didasarkan pada aspek-aspek dasar self-efficacy, antara lain: a) mengatasi keragu-raguan dalam 

mengambil keputusan, b) penanganan masalah anak (pengasuhan dan hak kunjungan), c) 

problematika ekonomi (mas kawin, tunjangan, perumahan, pembagian gono-gini), d) dampak sosial 

yang ditimbulkannya serta timbal baliknya terutama bagi keluarga utama, dan lainnya. Pelatihan-

pelatihan seperti ini dapat dianggap sebagai upaya penyadaran yang dapat membantu pasangan 

dalam proses perceraian untuk mengambil keputusan yang terbaik; apakah akan tetap 

mempertahankan pernikahan atau justru mengakhiri dengan perceraian. Perlu dicatat bahwa 

pelatihan berbasis konsolidasi keluarga digunakan ketika pasangan berniat untuk tetap 

mempertahankan pernikahan dan keutuhan rumah tangga mereka. Pelatihan juga ini dapat 

merevitalisasi hubungan perkawinan dan memperkuat ikatan emosional dan keluarga. (Gottman JM, 

Silver N. ,2015; Pourmovahed Z, Mahmoodabad SS, Zareei Mahmoodabadi H, Tavangar H, Ardekani 

SM, Vaezi AA., 2017, 2018) 

Keputusan klien dapat berkembang dalam kondisi pasti atau tidak menentu. Dengan kata lain 

suatu tindakan dapat menimbulkan hanya satu atau beberapa kemungkinan konsekuensi. Konselor 

harus membantu klien untuk mengetahui kemungkinan konsekuensi dari tindakannya dan 

menetapkan kriteria pilihan yang tidak terlalu optimis, juga tidak terlalu pesimis. Untuk tujuan ini, 

bantuan penting diberikan oleh probabilitas subjektif (de Finetti, 1970) yang didasarkan pada 

koherensi pendapat klien. Faktanya, probabilitas subjektif memungkinkan untuk menilai distribusi 

probabilitas yang koheren terhadap hasil suatu tindakan. 
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Mengingat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perceraian dan factor-faktor utama yang 

menggangu pengambilan keputusan (baik secara psikologi, ekonomi, social dan hukum), biasanya 

dibutuhkan pendekatan lain selain konseling, yaitu mediasi. Mediasi adalah prosedur atau fasilitasi 

penyelesaian sengketa dengan melibatkan mediator, pihak ketiga yang netral, guna membantu 

menyelesaikan konflik. Dilibatkannya mediator dengan tujuan untuk membantu mendekatkan 

kembali para pihak sehingga mereka bisa merumuskan kesepakatan dan menemukan solusi yang 

bisa disepakati oleh semua pihak.  

Mediasi bukanlah arbitrase. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh 

mediator, bersama berusaha untuk merumuskan keputusan yang bisa disepakati dan diterima 

bersama. Para pihak tidak memberikan wewenang kepada mediator untuk membuat keputusan bagi 

mereka. Disini peran mediator bersifat pasif dalam pengambilan keputusan, namun aktif dalam 

melakukan rekonsiliasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam arbitrase, orang 

ketiga yang ditunjuk memegang tanggung jawab untuk membuat temuan atau memberikan 

keputusan bagi para pihak. para pihak yang berselisih setuju untuk mengikuti dan terikat oleh 

keputusan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak ketiga (arbiter atau wasit). Proses arbitrase 

bersifat ajudikatif tetapi biasanya kurang formal dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. 

(Folberg & Taylor, 1984).  

Mediasi juga bukan psikoterapi atau konseling, meskipun metode dan penerapannya dapat 

dilakukan secara bersamaan dengan mediasi. Dalam mediasi tidak ada diagnosis yang dibuat, dan 

para pihak tidak menganalisis perilaku masa lalu mereka namun berusaha mencapai kesepakatan 

untuk peneyelesaian masalah dan masa depan mereka. Tidak seperti bentuk-bentuk terapi 

tradisional, mediasi tidak berfokus pada memperoleh wawasan tentang sejarah konflik, juga tidak 

berusaha mengubah pola kepribadian. Meskipun wawasan dan perubahan mungkin terjadi, itu 

adalah manfaat tambahan dari proses mediasi (Kelly, 1983; Milne, 1982). 

Mediator membantu pasangan yang bercerai untuk mengekspresikan posisi mereka dan 

bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Biasanya, mediasi singkat dan terstruktur (berkisar dari 

1 hingga 10 sesi), berfokus pada pengembangan kesepakatan tentang isu-isu tertentu (Emery, 

Sbarra, & Grover, 2005), dan dapat mencakup masalah pengasuhan (misalnya, waktu pengasuhan, 

pengambilan keputusan) dan /atau keuangan (misalnya, pembagian harta, tunjangan anak dan 

pasangan) dan tergantung pada kebutuhan pasangan yang sengketa dan kompetensi mediator. 

Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dapat menjadi dasar pertimbangan dan keputusan hakim 

pada proses pengadilan. 

Banyak konselor merasa sulit dan stres untuk bekerja dengan keluarga yang bercerai dan 

pascaperceraian (Johnston, 2006). Sifat kaku dari proses hukum dapat memperumit proses 

konseling kepada klien dalam menghadapi dan melalui transisi kehidupan yang signifikan. Bekerja 

dengan klien yang bercerai dan pascaperceraian membutuhkan proporsi kesabaran, keseriusan dan 

durasi waktu yang lebih tinggi dari biasanya, mengingat kepentingan pribadi yang dimiliki para klien 

dalam konflik pengasuhan anak, seberapa gigih mereka memegang posisi mereka, dan sejauh mana 

kesadaran klien dalam menerima kekurangan mereka sebagai orang tua (Greenberg, Martindale, 

Gould, & Gould-Saltman, 2004; Morris, n.d.). Oleh karena itu, banyak konselor menghindari bekerja 

dengan klien yang bercerai atau pascaperceraian, terutama mereka yang berkonflik tinggi. 

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Peran Konseling dan Mediasi sebelumnya, bahwa 

mediasi perceraian dan psikoterapi atau konseling itu berbeda. Meskipun banyak aspek mediasi jelas 

berbeda dari psikoterapi, namun adanya kesamaan yang menarik dalam tujuan, teknik, dan hasil 

yang hendak dicapai, justru mengaburkan perbedaan keduanya. Posisi bahwa mediasi bukan hanya 

konseling perceraian dengan nama baru akan dimiliki oleh sebagian besar - tetapi tidak semua - 

mereka yang sekarang mempraktikkan mediasi perceraian. Beberapa mediator - paling sering 

pengacara - mengaku tidak berurusan sama sekali dengan masalah emosional yang dihadapi klien 

yang bercerai. Para mediator ini memilih untuk merundingkan masalah-masalah substantif hukum 

dan campur tangan untuk mengelola konflik pasangan hanya jika diperlukan untuk mencapai 

kesepakatan. Mediator semacam itu dengan sepenuh hati akan setuju bahwa mediasi sangat 

berbeda dari psikoterapi. Di ujung spektrum yang berlawanan adalah mediator yang merasa bahwa 
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mediator tidak dapat dan tidak boleh melanjutkan tanpa pemeriksaan menyeluruh dan resolusi 

masalah emosional yang dihadapi pasangan yang bercerai dan keterikatan yang menghubungkan 

mereka. Pada akhir kontinum inilah mediasi paling kabur dan menyatu dengan konseling. Mediator 

yang menganut pendekatan ini akan lebih mungkin daripada yang lain untuk mempermasalahkan 

upaya saya di sini untuk membedakan terapi dari mediasi (Kelly, J. B., 1983). 

Mediasi yang efektif memadukan kedua jenis masalah dengan cara yang bijaksana dan 

fleksibel untuk meningkatkan kemungkinan mencapai penyelesaian. Dengan pandangan ini sebagai 

dasar kami, kami dapat memeriksa beberapa aspek mediasi, untuk membandingkannya dengan 

terapi dan membedakannya dari terapi. Aspek-aspek ini meliputi tujuan mediasi, sifat proses 

mediasi, peran mediator, peran diagnosis, tempat ekspresi emosional dalam proses mediasi, dan 

teknik serta intervensi mediator (Kelly, J. B., 1983). 

Tujuan eksplisit dari mediasi perceraian umumnya didefinisikan sebagai salah satu negosiasi 

penyelesaian masalah yang diidentifikasi oleh klien dan mediator sebagai erat dengan sengketa. Inti 

dari tujuan ini adalah prinsip bahwa penyelesaian harus saling menguntungkan dan disepakati kedua 

belah pihak. Kekhususan tujuan mencapai penyelesaian perbedaan pihak-pihak yang bersengketa 

membedakan mediasi dari konseling dan memiliki implikasi penting untuk bagaimana mediator 

melanjutkan. Pihak-pihak yang datang untuk terapi, baik individu, keluarga, atau pasangan, 

umumnya tidak datang untuk bantuan dalam menyelesaikan perselisihan tertentu yang terfokus 

tetapi mencari perubahan perilaku dan interaksional. Dengan demikian, tujuan dari mereka yang 

mencari terapi dapat mencakup membangun kembali keseimbangan setelah krisis, meningkatkan 

hubungan keluarga atau pasangan, mengurangi perilaku simtomatik, dan meningkatkan kualitas 

hidup. Sebaliknya, mediasi menjanjikan kepada kliennya produk akhir tertentu - penyelesaian yang 

dinegosiasikan - dan jika produk akhir ini tidak dapat diperoleh, mediasi berakhir. Jika mediasi 

berhasil, hasil yang terlihat adalah kesepakatan penyelesaian secara tertulis, yang lebih banyak 

ditinjau dan dicermati publik daripada hasil terapi (Kelly, J. B., 1983). 

Penting untuk diketahui bahwa efek mediasi yang berhasil diselesaikan pada satu atau kedua 

klien dapat serupa dengan efek yang diharapkan dalam terapi. Artinya, proses mediasi seringkali 

sangat terapeutik bagi sebagian orang karena mengarah pada pengurangan kecemasan, depresi, dan 

kemarahan yang dapat diamati yang dapat ditimbulkan oleh perceraian. Demikian pula, mediator 

kadang-kadang mencatat peningkatan penerimaan perceraian, peningkatan kepercayaan pada 

kemampuan seseorang untuk mengatasi, peningkatan kemandirian, dan peningkatan komunikasi 

antara pasangan yang bercerai. Betapapun positifnya semua perubahan ini, perubahan tersebut 

bukanlah tujuan utama mediasi, melainkan efek dari proses tersebut. Penyelesaian perceraian yang 

dimediasi yang memuaskan kedua belah pihak dapat diperoleh tanpa perubahan psikologis yang 

menyertainya. Dalam kasus seperti itu, mediator mungkin menyesali kurangnya perubahan, tetapi 

para pihak puas bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka dari kesepakatan yang dinegosiasikan 

dan tidak mencari apa-apa lagi untuk diri mereka sendiri (Kelly, J. B., 1983). 

Sementara semua mediator umumnya setuju bahwa tujuan utama dari perceraian atau 

mediasi pasca-perceraian adalah penyelesaian yang komprehensif dari isu-isu yang disengketakan, 

ada kesepakatan yang jauh lebih sedikit mengenai sub-tujuan mediasi. Dalam konteks keseluruhan 

untuk mencapai kesepakatan, para mediator sering kali memiliki empat tujuan yang lebih spesifik: 

merestrukturisasi hubungan perkawinan menjadi hubungan pasca-perceraian yang dapat 

menangani fungsi pengasuhan yang berkelanjutan dengan cara yang beradab dan bisnis; penataan 

kembali hubungan orang tua-anak baik untuk menyesuaikan diri dengan realitas keluarga yang 

bercerai maupun untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota keluarga; menciptakan 

model pemecahan masalah dan komunikasi yang akan melayani klien dalam hubungan mereka di 

masa depan satu sama lain; dan memfasilitasi penyesuaian diri terhadap perceraian. Di sini, batas 

antara mediasi dan terapi menjadi kabur. Mediator dengan pelatihan terapeutik dapat tergoda 

untuk mengejar sub tujuan ini dengan beralih ke mode terapeutik yang tidak lagi menyerupai 

mediasi yang dikontrak oleh para pihak, yang dapat memperpanjang proses secara berlebihan, dan 

yang dapat mengaburkan tujuan utama mencapai penyelesaian yang dimediasi. -sambil 

menciptakan pengaturan untuk pencapaian beberapa sub-tujuannya melalui penggunaan teknik 
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penyelesaian sengketa yang sebagian dipinjam dari armamentarium terapi (Kelly, J. B., 1983). 

Mediasi adalah proses yang berfokus pada tujuan, berorientasi pada tugas, dan dibatasi 

waktu. Ini menekankan masa kini dan masa depan, bukan masa lalu. Krisis dan terapi jangka pendek 

berbagi beberapa parameter ini, tetapi mereka berbeda dari mediasi dalam tujuan, tugas, dan 

masalah mereka dan dalam cara di mana masing-masing dimulai (Kelly, J. B., 1983). 

Untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan, klien dan mediator harus berurusan 

dengan tugas-tugas yang konkret, dan fokus mereka harus terutama pada data dan masalah 

eksternal, bukan pada reaksi psikologis internal. Pasangan harus mengidentifikasi dan mencari nilai 

untuk aset dan kewajiban mereka yang terpisah dan bersama, mereka harus fokus pada perubahan 

penting yang diinginkan - misalnya, Jika mereka memiliki anak, mereka perlu mengembangkan 

rencana yang dapat diterapkan untuk mengasuh anak pascaperceraian yang akan memenuhi 

kebutuhan setiap anggota keluarga (Kelly, J. B., 1983). 

Dengan demikian, proses mediasi secara eksplisit merupakan pemecahan masalah yang 

berfokus terutama pada konkrit, data eksternal, kebutuhan yang realistis, dan hubungan suami-istri 

sehubungan dengan perceraian dan masalah-masalah pasca-perceraian yang relevan. Sebaliknya, 

terapi paling sering berurusan dengan masalah-masalah internal atau intrapsikis yang mendesak, 

kebutuhan emosional, dan hubungan antara kebutuhan emosional individu dan kualitas 

hubungannya. Fokus yang terus-menerus dan eksplisit dalam mediasi pada aset, kunjungan, dan 

dukungan membangkitkan reaksi emosional yang kuat, tetapi fokus yang sama ini bertindak secara 

simultan untuk memuat respons psikologis secara memadai sehingga mediasi dapat dilanjutkan. 

Mediasi jelas sangat berbeda dalam hal ini dari terapi, yang berusaha untuk memperluas daripada 

menahan eksplorasi psikologis. Sementara dampak mediasi dapat mencakup perubahan psikologis, 

proses itu sendiri bukanlah eksplorasi atau interpretasi dari masalah dan reaksi emosional yang 

dirasakan secara mendalam. Jika klien yang datang untuk mediasi mencari eksplorasi seperti itu, 

kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara lebih efisien dengan psikoterapi (Kelly, J. B., 1983). 

Kebanyakan mediator memulai dengan sesi kontrak awal, yang memiliki isi dan struktur yang 

jelas yang menyebabkan harapan mediator dan klien diungkapkan secara verbal. Mediator 

menggambarkan sifat proses mediasi dan hasil akhir yang diinginkan dan menetapkan harapan 

untuk pengungkapan penuh, kerahasiaan, dan, dalam banyak kasus, tinjauan pengacara independen 

di akhir proses. Tanggung jawab pengambilan keputusan dan tingkat aktivitas yang dibutuhkan oleh 

klien dibahas, dan konsep keadilan diperkenalkan. Jika klien bersama-sama memutuskan untuk 

melakukan mediasi saat ini, mereka dapat diminta untuk menandatangani perjanjian mediasi, yang 

mencakup poin-poin yang baru saja disebutkan, biaya mediator, dan kesepakatan untuk tidak 

memanggil mediator untuk bersaksi atas nama salah satu klien jika mediasi rusak. Sejauh ini, awal 

mediasi sangat berbeda dari awal terapi, karena klien memahami dengan jelas untuk apa dia 

berkontrak, mediator telah menggambarkan prosedur dan niatnya, dan klien dan mediator telah 

menyetujui partisipasi mereka dalam proses dan pada hasil akhir yang diinginkan. Selain itu, 

kecepatan dan nada mediasi dan terapi berbeda. Konseling atau terapi dimulai dengan cara yang 

lambat dan tidak berbentuk yang menekankan pada penemuan apa yang menyusahkan individu 

atau pasangan. Terapis dengan hati-hati mengembangkan riwayat pribadi atau perkawinan yang 

ekstensif selama beberapa sesi. Sebaliknya, begitu klien setuju untuk melakukan mediasi, mediator 

berusaha mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang dipersengketakan dan segera bergerak 

untuk membantu klien berkomunikasi, mengembangkan data, dan memecahkan masalah (Kelly, J. 

B., 1983). 

Peran mediator perceraian sangat aktif. Mediator mendidik klien mengenai informasi yang 

diperlukan untuk penyelesaian, mengklarifikasi dan mengatur data, memfasilitasi diskusi dan 

komunikasi kooperatif, menyusun sesi sehingga tugas dapat dilanjutkan, mengelola konflik, merujuk 

klien untuk mendapatkan informasi atau saran ahli, membantu klien mengembangkan proposal 

tawar-menawar, menyarankan pilihan dan membantu klien untuk mempertimbangkan konsekuensi 

dari pilihan mereka, melakukan negosiasi, dan menghasilkan kesepakatan tertulis. Sepanjang 

seluruh proses ini, mediator tetap fokus pada tugas, mengingatkan klien tentang tujuan, prosedur, 

dan ruang lingkup mediasi. Mediator tidak membuat keputusan untuk pasangan tetapi memfasilitasi 
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proses pengambilan keputusan klien sendiri. Hubungan mediator dengan klien adalah salah satu dari 

ketidakberpihakan dan keseimbangan, bekerja secara aktif dengan masing-masing pasangan selama 

proses untuk mengembangkan kesepakatan yang adil dan setara (Kelly, J. B., 1983). 

Dalam melakukan beberapa fungsi yang baru saja disebutkan, mediator tidak berbeda dari 

keluarga yang sangat aktif atau terapis perilaku yang bekerja pada masalah keluarga tertentu. 

Namun, ada beberapa perbedaan kritis. Dengan menyetujui untuk menengahi penyelesaian 

perceraian penuh dan final, mediator menjanjikan keahlian yang berada di luar pengetahuan dan 

keterampilan yang tersirat dan ditawarkan oleh praktisi terapi berlisensi. Mediator yang kompeten 

memiliki pengetahuan tentang kebutuhan anggaran, pertimbangan pasangan dan tunjangan anak, 

berbagai jenis aset dan metode penilaiannya, dan praktik moneter yang umum. Sementara mediator 

tidak memberikan nasihat hukum, mediator harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang dibuat 

oleh undang-undang perceraian untuk pembagian aset dan kewajiban dan dengan kemungkinan 

konsekuensi pajak. Pengetahuan khusus ini, serta informasi spesifik yang harus dimiliki mediator 

mengenai reaksi orang dewasa dan anak terhadap perceraian, pengaturan kunjungan dan hak asuh 

pasca-perceraian yang bermanfaat secara psikologis untuk anak-anak dari berbagai usia, 

manajemen konflik, dan negosiasi, menjadikan peran mediator jauh lebih luas daripada terapis 

(Kelly, J. B., 1983). 

Peran mediator berbeda setidaknya dalam satu cara lain dan sangat mencolok dari peran 

psikoterapis: Tidak seperti konselor atau terapis, mediator tidak memikul tanggung jawab utama 

untuk meningkatkan kesehatan mental klien atau hubungan perkawinan klien. Klien tidak datang ke 

mediasi untuk tujuan itu, meskipun klien mungkin melihat mediasi sebagai proses yang kurang 

membuat stres, secara psikologis lebih menguntungkan daripada proses lawan yang khas. Mediator 

itu sendiri tidak peduli dengan perilaku neurotik atau simtomatik klien dan tidak berusaha 

mengubah kepribadian atau masalah hubungan yang sudah berlangsung lama. Sebaliknya, mediator 

memandang perannya sebagai salah satu membantu klien untuk menyelesaikan perselisihan mereka 

dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan mediator harus memiliki pelatihan dan keahlian 

dalam konteks itu untuk memungkinkan proses yang menguntungkan secara psikologis juga (Kelly, 

J. B., 1983). 

Ada beberapa pendekatan berbeda yang dapat digunakan dalam mediasi. Salah satunya 

adalah mediasi fasilitatif (Mayer, 2004) yang berfokus pada posisi dan kepentingan para pihak, 

kesamaan, dan kesepakatan yang dinegosiasikan. Mediator bekerja pada isu-isu yang diartikulasikan 

oleh klien, memfasilitasi proses, kemudian menyerahkan keputusan dan kesepakatan di tangan 

pasangan bersengketa. Di sisi lain, Bush dan Folger (1994), mengembangkan mediasi transformatif 

yang menekankan pemberdayaan klien, bahkan ketika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Dalam 

mediasi evaluatif (Lowry, 2004), seorang mediator dengan latar belakang pengetahuan yang kuat 

tentang masalah yang disengketakan berbagi informasi dengan klien dalam upaya mempengaruhi 

mereka untuk menerima penyelesaian. Dalam mediasi terapeutik (Irving & Benjamin, 2002; Pruett 

& Johnston, 2004), mediator mengasumsikan bahwa masalah emosional mendasari masalah yang 

disengketakan, dan mendorong para klien untuk menggunakan intervensi kuasi-terapi guna 

membantu dalam memproses masalah mereka dan meningkatkan kemungkinan penyelesaian. 

Dalam mediasi strategis (Kressel, 2007; Saposnek, 1998), mediator mengembangkan konseptualisasi 

sistem keluarga dan melakukan intervensi dengan sengaja untuk meminimalisir pola interaksi yang 

bermasalah untuk mencapai kesepakatan. 

Mediasi memberikan pendekatan yang dipersonalisasi untuk penyelesaian perselisihan di 

mana pasangan memiliki kesempatan untuk belajar tentang kebutuhan satu sama lain. Mediasi 

dapat membantu para pihak memecahkan masalah bersama-sama dan mengakui bahwa kerjasama 

itu saling menguntungkan. Mediasi tidak terikat oleh aturan acara dan hukum substantif maupun 

oleh asumsi lain yang mendominasi proses permusuhan hukum. Kewenangan tertinggi dalam 

mediasi adalah milik para pihak. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat mempertimbangkan 

secara komprehensif dari kebutuhan individu, kepentingan, dan apa pun yang mereka anggap 

relevan, terlepas dari aturan bukti atau preseden hukum. Berbeda dengan proses peradilan, 

penekanannya bukan pada siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi pada penetapan resolusi 
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yang dapat diterapkan yang paling sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa (Folberg, 

1985). 

Meskipun mediasi dilakukan secara terbatas dan menekankan pada privasi (kerahasian 

pribadi), namun dalam banyak kasus, masalah yang paling pribadi pun dapat didiskusikan secara 

bebas tanpa khawatir bahwa informasi yang diungkapkan akan menjadi konsumsi publik. Para pihak 

dengan mengendalikan asumsi dan emosionalnya merumuskan kesepakatan mereka sendiri guna 

mencapai kesepakatan dan keberhasilan bersama. Dengan demikian, mereka lebih cenderung 

mendukung kesepakatan daripada jika persyaratan dinegosiasikan atau diperintahkan oleh orang 

lain. 

Mediasi juga dapat dibedakan dari proses negosiasi, yang biasanya menekankan pada proses 

tawar-menawar dan tidak melibatkan pihak ketiga yang netral. Tidak seperti mediasi komersial dan 

kerugian finansial (ekonomi), mediasi keluarga berusaha untuk menyediakan model interaksi dan 

komunikasi untuk penyelesaian perselisihan yang mungkin akan terjadi kemudian, terutama yang 

melibatkan anak-anak. 

Mediasi keluarga adalah unik karena metodenya diturunkan dan disintesis dari berbagai 

bidang praktik. Teori, praktik, dan teknik mediasi keluarga dipinjam dari metode mediasi dan 

negosiasi tenaga kerja, hukum, psikologi sosial, dan disiplin psikologi yang menyediakan psikoterapi 

atau konseling. Munculnya metode mediasi keluarga ini disebabkan oleh proses pengintegrasian 

elemen-elemen yang berbeda dan mengacu pada penilaian banyak mediator yang menganggap 

bahwa metode mediasi keluarga benar-benar lebih baik bagi kliennya daripada menggunakan 

metode-metode lain yang berkontribusi secara terpisah. Artinya, dalam bentuknya yang terbaik, 

mediasi keluarga untuk perceraian memenuhi kebutuhan kliennya lebih lengkap dan lebih koheren 

daripada proses hukum atau konseling perceraian saja (Kelly, J. B., 1983). 

Dalam mediasi, berbagai teknik dan intervensi dapat digunakan untuk memfasilitasi dan 

mengontrol proses mediasi sehingga dapat dicapai kesepakatan penyelesaian akhirnya. Beberapa 

teknik mengadopsi dari bidang negosiasi dan resolusi konflik; beberapa yang lain diadaptasi dari 

pendekatan yang digunakan dalam terapi modifikasi perilaku dan pendekatan konseling keluarga 

yang lebih direktif. Karena teknik dan intervensi terapi berkisar pada gaya pendekatan non-direktif, 

non-interaktif yang konsisten dengan psikoterapi psikoanalitik hingga pendekatan yang langsung 

dan aktif dari beberapa metode konseling keluarga, terapis yang belajar menjadi mediator akan 

menemukan intervensi khusus mediasi yang dapat disesuaikan dengan gaya terapeutik mereka. 

Tentu saja kemampuan ini bergantung pada pelatihan dan pengalaman mereka miliki.  

Dengan demikian, beberapa terapis dapat yang lebih mudah dan efektif ketika ia 

menyesuaikan diri menjadi mediator. Namun semua terapis harus belajar untuk membingkai ulang 

intervensi mereka agar sesuai dengan tujuan mediasi. Seorang terapis perlu beralih dari fokus pada 

latar belakang permasalahan dan apa yang dirasakan atau bagaimana perasaan klien menuju ke 

upaya untuk mempromosikan pertimbangan aktif tentang apa yang dapat dilakukan dan ditawarkan 

(negosiasi) oleh klien untuk tercapainya kesepakatan bersama (Kelly, J. B., 1983). 

Prosedur dan proses mediasi perceraian yang terjadi di Indonesia mengacu pada ketentuan 

yang ditetapkan dalam PERMA nomor 1 tahun 2016. Mediasi ditengahi oleh seorang Mediator 

Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan, dan bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. Setiap 

Mediator Hakim wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan 

dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung 

atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Disebutkan pula bahwa, 

setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian 

sengketa melalui Mediasi. 

Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain. 

Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan 

proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat 

tertutup Mediasi.  
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Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang 

memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi 

dalam pertemuan. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau 

tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak 

jauh dianggap sebagai kehadiran langsung. 

Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Salah 

satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh 

Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali 

berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi 

pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara 

patut 2 (dua) kali berturutturut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang 

mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi 

tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak 

menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. 

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas untuk memperkenalkan diri dan memberi 

kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri. Mediator wajib menjelaskan 

maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak. Mediator juga wajib menjelaskan kedudukan 

dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; serta membuat aturan 

pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak. Mediator juga wajib menjelaskan bahwa Mediator dapat 

mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); memberikan 

kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; 

menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas. 

Mediator juga wajib memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali 

kepentingan Para Pihak; mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan 

bekerja sama mencapai penyelesaian. Dan mediator wajib membantu Para Pihak dalam membuat 

dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, 

jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. 

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib 

merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh 

Para Pihak dan Mediator. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib 

memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: bertentangan dengan hukum, 

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan. 

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya 

secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan 

sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya yang telah diberikan; 

atau Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 

d dan huruf e.  

Mediasi merupakan salah satu alternative solusi dalam mengatasi sengeketa perceraian dan 

upaya untuk menemukan kesepakatan bersama yang bisa diterima oleh para pihak yang 

bersengketa. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan kemudahan kepada 

para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian sengketa yang 

memuaskan. 

Di sisi lain, bagi institusi pengadilan, pada dasarnya proses mediasi diharapkan dapat 

mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Di mana proses berperkara di 

pengadilan menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya dalam memeriksa perkara 

sengketa perceraian, peradilan diharapkan dapat melaksanakannya dengan sesegera mungkin dan 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta dengan biaya yang terjangkau bagi siapapun. Jika para 

pihak dengan dibantu Mediator dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus melalui proses 

persidangan, maka jumlah perkara yang harus diperiksa hakim akan berkurang pula, sehingga 

masalah penumpukan perkara di pengadilan bisa berkurang. Namun sebaliknya, jika sengketa 
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perceraian diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim 

yang belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak 

yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. 

Dengan diwajibkannya mediasi dalam sengketa perceraian diharapkan dapat memberi 

manfaat yang lebih besar bagi para pihak, karena melalui mediasi diharapkan pula dapat dicapainya 

kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab 

keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Dilaksanakannya proses 

mediasi tidak lain sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar kembali 

rukun dan mencabut gugatannya. 

Namun realita di lapangan menunjukkan adanya kecendrungan angka perceraian di beberapa 

Pengadilan Agama daerah terus meningkat meski bimbingan mediasi telah dilakukan secara 

maksimal dan seoptimal mungkin oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan 

bahwa meski regulasi hukum telah ada, dan mediasi sudah dilaksanakan, tetapi perceraian tidak 

sesederhana itu, karena juga urusan hati. Disini nampaknya ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan. Baik dari factor para pelakunya maupun pendekatan yang digunakan dalam 

memfasilitasi kasus perceraian. 

Perlu disadari oleh semua pihak bahwa sebaik dan semaksimal apapun upaya yang dilakukan 

mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan iktikad baik para pihak 

untuk rukun serta kesadaran masing-masing para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling 

memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Di sini peran Mediator hanya pada upaya fasilitasi 

pencegahan dan antisipasi pengambilan keputusan yang merugikan pihak pihak yang bersengketa 

dalam proses bimbingan mediasi, dan mediator bukan sebagai konselor yang juga memikirkan 

tentang latar belakang masalah, dan memberikan bantuan untuk meningkatkan aktualisasi dan 

kualitas pengembangan diri para pihak setelah melakukan proses konseling. 

Beberapa factor yang mengganggu dan menghambat proses mediasi diuraikan dibawah ini, 

seperti: kurangnya itikad baik para pihak, kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai dan 

poblematika yang sudah akut, akan diurakan di bawah ini. 

Salah satu unsur pendukung kesuksesan dalam mediasi adalah itikad baik dan keaktifan dari 

para pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Para pihak harus aktif menghadiri dan mau saling 

terbuka dalam proses mediasi, tidak boleh ada yang ditutupi. Jika unsur ini dapat dipenuhi, maka 

mediator dengan mudah dapat memberikan arahan untuk mendamaikan kembali para pihak. Para 

pihak perlu juga menyadari kekurangannya masing-masing sehingga dapat saling memaafkan dan 

memulai hidup rukun kembali. 

Namun di lapangan, para pihak yang bersengketa justru sering menunjukkan I’tikad tidak baik 

dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan ada salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak 

tidak menghadiri mediasi dengan berbagai alasan dan atau kehadirannya diwakilkan kepada kuasa 

hukumnya, sehingga hal ini tentu saja menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi. Faktor 

ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan ini lah yang menjadi alasan 

terbesar perkara cerai gugat di Pengadilan Agama putus secara verstek 

Disamping kurangnya itikad baik dari para pihak untuk memperbaiki hubungan, kegagalan 

mediasi juga dipengaruhi oleh keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Biasanya, baik salah satu 

pihak atau keduanya, para pihak sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai.  

Mediasi sulit berjalan dengan lancar juga dikarena kebanyakan para pihak lebih cenderung 

bersikap tertutup. Masing-masing pihak tidak bersedia terbuka dan menyadari kekurangan masing 

masing serta mengakui kelebihan atau kebaikan pihak lainnya. Pada saat mediasi para pihak hanya 

cenderung menyampaikan seperti apa yang tertera dalam guggatan yang diajukan, mereka lebih 

nyaman dengan menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya mereka inginkan. Sehingga mediator 

hanya memberikan sebatas nasihat dan permasalahan tidak dapat diselesaikan.  

Ketidak terbukaan para pihak dipicu oleh kecenderungan masyarakatnya yang datang ke 

pengadilan agama benar-benar sudah beriktikad kuat ingin bercerai, serta tidak mengharapkan 

keutuhan rumah tangganya lagi. Mengingat sebelum menyerahkan perkaranya ke pengadilan agama 

sudah sering didamaikan baik oleh keluarganya maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama yang 
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disegani. 

Dalam memediasi perkara cerai gugat, rata-rata pihak istri yang tidak ingin berdamai dan 

bersikukuh untuk bercerai, apalagi jika penyebab perceraian karena sebab hadirnya orang lain 

(perselingkuhan) dalam kehidupan rumah tangga. Pihak istri sudah tidak tahan dengan pasangannya 

sehingga sudah tidak ada keinginan untuk kembali. Di sini Nampak bahwa perkara perceraian 

menyangkut masalah perasaan (non kebendaan) sehingga sulit untuk didamaikan, berbeda dengan 

perkara lain yang menyangkut masalah kebendaan yang umumnya sebagian besar mediasinya 

berhasil. 

Hal lain yang mempersulit proses mediasi adalah keterlibatan keluarga para pihak dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Keluarga baik dari pihak suami atau istri maupun dari 

keduanya, justru yang memiliki keinginan kuat untuk menceraikan pasangan, padahal suami istri 

yang bersengketa berharap tidak ada perceraian. Namun karena keterlibatan keluarga para pihak 

mempengaruhi proses mediasi dan pengambilan keputusan pasangan maka mediator sulit 

mendamaikan para pihak. 

Dibanyak perkara, para pihak yang datang ke pengadilan biasanya pada dasarnya telah 

melakukan perundingan dan membicarakan secara matang mengenai permasalahan mereka 

terlebih dahulu. Biasanya kedua belah pihak telah bersepakat untuk bercerai sebelum perkara 

dibawa ke pengadilan. Mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang 

ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, karena mereka memang 

menginginkan terjadinya perceraian. Bagi mereka, sudah tidak ada lagi jalan keluar atau solusi yang 

tepat untuk masalah rumah tangganya tersebut dan hanya perceraian yang menjadi solusi terbaik 

bagi kehidupan rumah tangga mereka. Mediasi dengan para pihak yang berlatar belakang perkara 

perceraian seperti ini, sangat sulit untuk dicari kata damai. Walaupun sudah diberikan nasehat dan 

diupayakan damai, rasanya membuang-buang waktu karena diantara keduanya tidak ada itikad 

untuk rukun. 

Faktor lain yang mempersulit proses mediasi adalah karena pada umumnya perkara 

perceraian yang masuk ke Peradilan Agama rata-rata masalah rumah tangga yang sudah sangat lama 

dan akut sehingga dianggap tidak bisa dipertahankan lagi. Mereka ajukan proses perceraiannya ke 

Pengadilan Agama dan berharap mendapatkan legalisasi perceraian. Karena tidak ada lagi 

keharmonisan sehingga suami atau istri menempuh perceraian sebagai jalan keluar dan mengakhiri 

rumah tangganya. Factor kekecewaan psikologi yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya 

karena tidak mampu memenuhi tanggungjawab dan kewajiban sebagaimana mestinya. Mereka 

tidak mau lagi mendengar masukan-masukan dari mediator dan menjadikan sangat sulit untuk 

berdamai sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya. 

Proses mediasi perceraian sering mengalami kebuntuan untuk mencapai kata-kata 

kesepakatan karena masalah yang dihadapi sudah menyangkut tentang perasaan. Apalagi jika 

perkara itu berkaitan dengan murtad, kecanduan perjudian atau mabuk-mabukan, perselingkuhan 

atau zina, kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu pihak tidak memenuhi tanggungjawab 

dan kewajibannya maka akan sulit sekali untuk disatukan kembali. 

 

SIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bersama bahwa penyebab kegagalan dalam mediasi 

adalah karena tidak ada i‘tikad baik dari para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, 

konflik yang terjadi berkepanjanagan, kronis dan sangat rumit, faktor psikologis atau kekecewaan 

yang mendalam, serta adannya rasa malu untuk mengalah oleh pihak yang berperkara sehingga 

para pihak tidak ada keinginana untuk berdamai. 

Upaya mediasi perceraian memang tidak bisa menjanjikan untuk bisa menghalangi para pihak 

untuk bercerai dan menekan angka perceraian yang membumbung tinggi. Hal ini perlu kita ketahui 

bahwa, kembali lagi pada fungsi dan tujuan mediasi itu sendiri, dalam proses mediasi para pihak 

harus bisa memenuhi prasyarat yang telah di uraikan di atas agar proses mediasi dapat memberikan 

hasil yang bisa diterima semua pihak. 
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Masalah perceraian bukan hanya melibatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hokum 

dan ekonomi saja, namun juga harus memperhatikan psikologi dan gangguan mental yang dialami 

oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keefektifan dan 

keberhasilan upaya mengantsisipasi perceraian dan menekan meingkatknya kasus perceraian di 

pengadilan, perlu kiranya seorang mediator bisa menggabungkan teknik-teknik penyelesaian 

masalah yang ada pada konseling keluarga ke dalam proses mediasi. 

Pendekatan konseling keluarga dapat membantu para pihak untuk mengembangkan 

kemampuan dan sikap yang tepat dalam pengambilan keputusan, dan untuk mengurangi situasi 

yang tidak nyaman di antara individu selama proses mediasi dan consensus. Pada akhirnya akan 

membantu para pihak mengarah pada mencapai kesehatan mental dan hidup mereka. Melalui 

pendekatan konseling ini pula upaya mendekatkan kembali para pihak dalam proses Mediasi dapat 

terwujud dengan baik, sehingga mereka bisa merumuskan kesepakatan dan menemukan solusi yang 

bisa disepakati oleh semua pihak. 

Ketika para pihak telah memutuskan dengan tekad bulat untuk bercerai, mediator dapat 

memberikan konseling yang menekankan self-efficacy manajemen perceraian yang nantinya akan 

membantu pasangan dalam membangun keputusan yang lebih baik selama proses mediasi. 

Pasangan juga perlu diberikan pelatihan di bidang manajemen perceraian yang mengacu pada 

aspek-aspek dasar self-efficacy. Pelatihan-pelatihan ini akan membantu upaya penyadaran para 

pihak dalam proses perceraian untuk mengambil keputusan yang terbaik; apakah akan tetap 

mempertahankan pernikahan atau justru mengakhiri dengan perceraian. 

Keterlibatan pendekatan konseling pada proses Mediasi akan meningkatkan efektifitas dan 

keberhasilan mediasi, mengingat proses mediasi berfokus pada tujuan, berorientasi pada tugas, dan 

dibatasi waktu. Ini menekankan masa kini dan masa depan, bukan masa lalu. Meskipun mediasi 

berbeda dari psikoterapi atau konseling, namun metode dan penerapannya dapat dilakukan secara 

bersamaan dengan mediasi.  

Penting untuk diketahui bahwa efek mediasi yang berhasil diselesaikan pada satu atau kedua 

klien dapat serupa dengan efek yang diharapkan dalam konseling. Artinya, proses mediasi seringkali 

sangat terapeutik bagi sebagian orang karena mengarah pada pengurangan kecemasan, depresi, dan 

kemarahan yang dapat diamati yang dapat ditimbulkan oleh perceraian. Demikian pula, mediator 

kadang-kadang mencatat peningkatan penerimaan perceraian, peningkatan kepercayaan pada 

kemampuan seseorang untuk mengatasi, peningkatan kemandirian, dan peningkatan komunikasi 

antara pasangan yang bercerai. Betapapun positifnya semua perubahan ini, perubahan tersebut 

bukanlah tujuan utama mediasi, melainkan efek dari proses tersebut. 
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